
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf e 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
disebutkan Peridapatan Desa dapat bersumber dari 'bantuan 
keuangan dari APBD Kabupaten; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal IO ~yat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pedornan Pengelolaan Keuangan Desa, bantuan keuangan 
dari APBD Kabupaten dapaf bersifat khusus; 

c. bahwa-sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Trarismigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal lJsul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa, salah satu kewenangan lokal berskala 
desa adalah sarana dari prasarana desa, pembangunan dan 
pemeliharaan rurnah ibadah: 

d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pengelolaan :Keuangan Desa, semua penerimaan 
dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan. desa dilaksanakan rnelalui rekeaing kas desa; 

e. bahwa dalam rangka tertib administrasi pertanggungjawaban 
pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus .kepada 
pemerintah desa, maka perlu disusun keteotuan mengeoai 
Bantuan, Keuarigan Kepada Pernerintah Desa dari APBD 
Kabupaten yang Bersifat Khusus untuk Program TNJ 
Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi 
Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon; 
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f. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, maka 
perlu rnenetapkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 
Desa dari APBD Kabupaten yang Bersifat Kbusus untuk 
Program TNT Manunggal Membangun Desa (TMMD) clan 
Bhakti Siliwangl Manunggal Satata Sarlksa (BSMSSJ di 
Kabupaten Cirebon, dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Uodang Nomor 28 Tahun 2009 tenta.ng Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 'l'ambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

2. Undan.g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 7, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan 'Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Perarnran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran, Negara Republik 
lndonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 

5. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cireboo 
Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.l); 

7. Peraturan DaerahKabupaten Cirebon Nomor 31ahun 2012 
tentang Retribusi Ja.sa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2012 Nomor 3, Seri C.2); 

8. Peraturan Daerah, Kabupaten Cirebon Nomor 4 'rahun 2012 
tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 4, 
Seri C.3); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerab Kabupaten 
Cirebon Tahun 2014 Nomor 10, Seri C.2); 

10.Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Belita Daerah Kabupaten 
Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20). 

• 

• 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam. Peraturan Bupati .ini yang dimaksud. dengan: 
1. Daerab adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon; 
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Cirebon adalah Anggaran Pendapatan dan Belarija Daerah 
Kabupaten Cirebon yar-ig selanjutnya disingkat APBD; 

5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon; 
6. Desa· adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

-nama lain, selanju:tnya disebut Desa, adalah kesa.tuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayab yang 
berwenang untu.k mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat .setempat 
berdasarkan. prakarsa masyarakat, hak asa.J usul, dan/ atau 
hak tradisional yang diakui . dan .dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Anggaran Pendapatan daa Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan 'tahunan 
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa; 

8. KU'-"'U adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon; 
9. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat. desa 

lainnya sebagai urisur Pemerintah Desa yang membantu 
Kuwu dalam melaksanakan tugas, balk t:ugas pelayanan 
kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah; 

lb. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat 
dan ditandatangani oleh bendahara untuk mengajukan 
permintaan pembayaran kepada Kuwu; 

11. Bendahara D~ adalah. seseorang yang d.iangkat d,en~an 
Keputusan Kuwu untuk melaksanakan tugas menerima, 
mencatat, menyimpan dan membayar uang, atas perintah 
atasan langsung; 

12. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia; 
13. TMMD adalah TNI Manunggal Membangun Pesa; 
14. BSMSS adalah Bha:kti Sillwangi Manunggal Satata Sariksa. 

PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN MENGENAI 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMER1NTAH DESA DARI APBD 
KABUPAT£N YANG BERSTFAT KHUSUS UNTUK RROGRAM TNI 
MANIJN'GGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) DAN BHAKTI 
SILIWANGI MAN{JNGGAL SATATA SARIKSA (B.SMSS) DI 
KABUPATEN ClREBON. 

MEMUTUSKAN : 

• 

• 

Menetapkan 
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BABW 
PENGGUNAAN DAN SOMBER DANA 

Bagian Kesatu 
Penggu.naan 

Pasal 3 
(1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan deea 
berdasarkan bak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
desa yang diatur dan diurus oleh. desa dengan didasari 
prinsip-prinsip keadilan, efektif, efisien, terarah, terkendali 
dan tepat sasaran. 

(2) Kegiatan yang didanai dari. bantuan keuangan bersifat 
khusus harus dipertanggungjawabkan secara adrninistrasi, 
teknis maupun hukum. 

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana ditnaksud 
pad.a ayat (I) digunakan untuk menun.jang pregrarn 
E'emerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan 
Infrastruktur sarana prasarana yang ada di desa, 

(4) Peningkatan lnfrastruktur sarana prasarana yang ada di 
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rnelalui program: 
a. TNT Manunggal Membangun Desa (T[l;)'.MD); dan 
b. Bbakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS). 

(5) Peningkatan Infrastruktnr sarana prasarana yang ada di 
desa melalui program TMMD dan BSMSS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, diperuntukan bagi 
desa dengan kriteria: 

a. Desa yang telah mendapat persetujuan dari Camat dan 
Komandan Komando Rayon Militer; 

b. Desa yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas PMD 
Kabupaten Cirebon. 

• 

BABU 
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS 

KEPADA PEMERINTAH DESA 
Pasal 2 

(1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada 
Pemerln.tah Desa merupakan bagian. yang tidak terpisahkan. 
da:rl pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalarn 
APBDesa. 

(2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada 
Pemerintah Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 
secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui 
lembaga kemasyarakatan. 

(3) Pengelolaan bantuan keuan.gan berslfat khusus kepada 
Pemerintah Desa disepakati dalam musyawarah desa dan 
diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa. 

I, • 'I • -<" , 
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Pasal 6 
(1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan 

keuangan untuk Program TNI Manungg;tl Membangun Desa 
(TMMD) dan Bhakti. Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 
(BSMSS) di Kabuw.ten Cirebon kepada Bupati melalui 
Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, i:neliputi: 
a. Surat permohonan penyaluran. bantuan keuangan, dicap 

dan ditandatangani oleh *:uwu; 
b. Foto copy AP13Desa tahun. berkenaan, dilengkapi dengan 

rincian rencana penggunaan; 
c. Poto copy Kartu Tanda Penduduk .(KTP) atas nama Ku'\\'U 

yang masih berlaku; 
d. Foto copy rekening Bank atas-nama Pemerintah Desa; 
e. Kwitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai. cukup, 

dicap dan ditandatangani oleh Kuwu; 
f. Surat pernyataan tanggung jawab Kuwu, bermaterai 

cukup, dicap dan ditandatangani Kuwu. 
(2) Berdasarkan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud 

pada ayaf (1) camat-melakukanverifikasi dan validasi. 
(3) Berdasarkan basil validasi clan verifikasi terhadap 

pennohonan penyaluran sebagaimana dimaksud -pada ay,at 
(2), camat .mengeluarkan rekomendasi .kepada Bupati melalui 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap 
permohonan penyaluran bantuan keuangan. untuk Program 
TNl Manunggal Membangun Desa (TMMD) clan Bhakti 
Slliwa:ngi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dengan 
melarnpirkan permohonan: dari Kuwu beserta lampirannya. 

(4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota 
Dinas permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk 
Program TNT Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan 

• 

BAB IV 
PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN 

Bagian Kesatu 
Penyaluran 

Pasal 5 
Bantuan keuangan bersifat khusus untuk Program TN1 
Manunggal Membangun Desa (1'MMD) dan Bhakti Siliwangi 
Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon 
disalurkan kepada desa penerima bantuan, melalui transfer dari 
rekening Kas Daerah ke ~ek:ening J{as Desa. 

• 

Pasal 4 
(1) Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat 

Khusus untuk Program TNJ Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 
(BSMSS). di Kabupaten Cirebon dibebankan pada APBD 
Kabupaten. Cirebon, 

(2) Besaran Bantuan Keuangan dan penerima bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan. 
Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
SumberDana 



Pasal 8 
(1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan, 

Kuwu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dengan 
Keputusan Kuwu, 

(2) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) melaksanakan kegtatan yang didanai dari 
bantuan keuangan untuk Program TNl Manunggal 
Membangun Desa · (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal 
Satata Sariksa (BSMSS). 

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur 
pemerintah desa, unsur lembaga kemasyarakatan dan unsur 
masyarakat. 

Baglan Ketiga 
Pembayaran dan Pelaksanaan 

• 

Pasal 7 
( 1) Dalam hal dana bantuan sudah tersedia pada Rekening Kas 

Desa, Pelaksana Kegiatan/Kepala Seksi atau perangkat desa 
dari, unsur pelaksana teknis yang membidangi urusan 
_pemberdayaan, rnengajukan Reneana Anggaran Biaya .(RAB) 
kepadaXuwu. 

(2) Sekretaris desa melakukan verifi.kasi Rencana Anggaran 
Biaya (RAB) yang diusulkan oleh pelaksana kegiatan 
sebagaimana dimaksud. pada ayat ( l) untuk mendapatkan 
pengesahan Kuwu. 

(3) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB). yani telah 
disa-bkan kuwu sebagaimana dimak-sud pada ayat (2), kuwu 
mengajukan permohonan pencairan dana bantuan kepada 
Bank Jabar Banten. 

(4) Persyaratan pencairan dana bantuan dilakukan oleh Kuwu dan 
bendahara parla Bank Jabar Banten berupa: 
a. Surat permohonan peneairan dana dari kuwu kepada 

Bank Jabar Banten; 
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli dan foto copy; 
c. Tanda Bukti penarikan yang ditandatangani dan dibu buhi 

stempel Kuwu dan tanda tangan bendahara. 

• 

Bagian Kedua 
Penc:airan 

Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) yang 
disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan: 
a. Rekomendasi Camat; 
b. Rincian nama desa penerima bantuan; 
c. Rincian besaran bantuan :xan,g akan disalurkan kepada 

masing-masing desa; 
d. Nomor dan nama pemilik rekening Kas Desa. 

(5) Bagian Keuangan .menerbitkan SP2D _penyaluran bantuan 
'keuangan untuk Program 1'NI Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 
(BSMSS) kepada Rekening Kas Desa -sesuai daftar desa 
penerima sebag_aimana tertuang dalam 'Nota Dinas dari Dinas 
Pemberdayaari Masyarakat dan Desa. 

------------------------------ --- 



Ekonomi 
Pembangunan 

: Kabid Usaha 
Masyarakat dan 

5. Sekretaris 

3. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon 

: Kasdirn 0620/Kab. Cirebon 4. Wakil Ketua 

2. Peoanggungjawab: Dandim 0620/Kab. Cirebon 

: Bupati Cirebon 1. Penga.rah 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka rnenunjang keberhasilan pengelolaan bantuan 
keuangan yang bersl,fat khusus untuk Program TN] 
Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti 'Siliwangi 
Manunggal Satata Sariksa (BSMSSJ, dibenluk tim fasilJtasJ 
dengan susunan sebagai berikut: 

a. Tim Fasilitasi TingkatKabupaten: 

• 
BABVl 

PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN 
Bagian Pertama 
Pendampingan 

Program TNl Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti 
Slliwangi ManunggalSatata Sariksa (BSMSS) 

Pasal 9 
(1) Pe:rtanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus 

untuk Program TNl Manunggal Meml:iangun Desa (1'MMD) dan 
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) 
merupaka.n bagian yang tidak terplsahkan dari 
pertanggungjawaban APBDesa. 

(2) Pelaksaoa kegiatan bertanggung jawab terhadap anggaran 
belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. 

(3) Sekretaris Desa bertanggung jawab untuk menghimpun 
seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari 
perencaoaan sampai dengan bukti-bukti peoggunaan dana 
dan_pertanggungjawaban pe!aksanaan kegiatao 

(4) Kuwu bertanggung jawab terhadap peogelola:an dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan. 

• 

BABV 
PERTANGGUNGJAWABAN 

(4) Pengadaan Barang/daea di desa dalam rangka mendukung 
kegi,atari yang didanai dari bantuan keuangan bersifat 
khusus untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa 
(BSMSSJ berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon 
Nomor 112 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengada.an 
Barang/Jasa di Desa, 



b. Tim Fasilitasi Tingkat Keca.matan: 

l. Melakukan fasilitasi pengelolaan bantuan keuangan 
bersi.fat khusus kepada Pemerintah Desa; 

2. Melakukan validasi clan verifikasi dokumen penyaluran 
bantuan keuangan dari desa.; 

3. Menghimpun dan menyampaikan dokumen penyaluran 
bantuan keuangan kepada Bupati melalui Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa 
untuk.Program TN! Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
dan Bhakti Siliwangi Manungga1 Satata Sariksa (BSMSS); 

4. Mela.kukan fasilitasi _pembinaa.n administrasi keuangan; 

5. Memonitoring pelaksanaan kegiatan; 

6. Menghimpun dokumen pertanggungjawaban keuangan 
yang bersumber dari bantuan keuangan; 

7. Meiapork:an hasil pembinaan kepada Bupat.i; 

• 

1. Melaksanakao pembinaan, fasilitasi dan pengendalian 
untuk Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMDJ 
dan Bhakti Siliwangj Manunggal Satata Sariksa (BSMSSJ 
di Kabupaten Cirebon; 

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta 
melakukan pemantauan/monitoring terhadap 
perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

3. Melaporkan hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan 
kegiatan kepada Bupati. 

(2) Togas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
meliputi: 
a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten: 

• 

Camat 
Sekretaris Kecamatan 
- KepaJa Seksi Pemerintahan 
- Kepala- Seksi Ekbang 
- Kepala Seksi l<esra 

1. Kctua 
2. Sekretaris 
3. Anggota 

4. Kasi Pem.bangunan Desa pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dao Desa Kab. Ci:rebon 

b. 1'im Fasilltasi Tingkat Kecamatan: 

: 1. Danramit Lokasi Program TMMD 

2. Danramil Lokasi Program BSMSS 

3. Pasiter Kodim 0620/'R'ab. Cirebon 

6. Anggota 

pad a Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kab. 
Cirebon 

I •\ ·1 



BEJRITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 3 , SERJ 11,3 

RAH.MAT SUTRISNO 

- < 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal : 14 Pebrwtri 2013 

\ Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,i 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 5 Februari 2018 

BUPA1'l CIREBON, 
Ttd 

• 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peratur.an Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Betita Daerah Kabupaten Cirebon. . 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, 'Peraturan Bupati 
Nomor 63 Tahun 2017 tentang Ketentuan Mengenai Bantuan 
Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari APBD Kabuparen 
yang Bersifat X.husus untuk Program TNl ManunggaJ 
Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti Siliwangi Manunggal 
Satata Sariksa (BSMSS) di Kabupaten Cirebon [Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 63, Seri E. 56). 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 13 

• 
Pasal 12 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Bagian Kedua 
Pengawaaan 

Pasal 11 

Inspektorat berkewajlban melaksanakan pengawasan berupa 
pemerlksaan (audit) terhadap pertanggungfawaban pelaksanaan 
kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan yang 
bersifat khusus, 

8. Melakukan fasilitasi terhada-p penyelesaian masalah yang 
terjadi de.lam pelaksanaan kegiatan. 

• . '1' 



SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 3 , SERI ;s.3 

RAHMAT SUTRISNO 

<------- ' J· 
Pit. SEKRfilTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

Diundangkan di Sumber 
pada tan.ggal : 1,1 Pe'llrwu-i 20 ti 

SUNJAYA PURWADISASTRA 

Ditetapkan di $umber 
pada tanggal 5 Februari 2018 

BUPATI CIREBON, 
Ttd 

Agai; setiap orang- dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempat.annya 
dalam Be.rita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 13 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 63 Tahun 2017 tentang Ketentuan Mengenai Bantuan 
Keuangan Kepada Pemer:i.ntah Desa dad APBD Kabupaten 
yang Bersifat Khusus untuk Program TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) dan Bhakti S!liwangi Manunggal 
Satata Sarikea (BSMSS) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 63, Seri E. 56), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 12 

BAB VII 

Bagian Kedua 

Pengawa.aan 

Pasal 11 
Inspektorat berkewajiban melaksanakan pengawasan berupa 
pemeriksaan (audit} terhadap pertanggungjawaban pelak:sanaan 
kegiatan yang dananya bersumber darl bantuan keuangan yang 
bersifat khusus. 

8. Melakukan fasilitasi terhadap penyelesaian masalah yang 
terjadi dalam -pelaksanaan kegiatan. 

• 

• 

• 
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